
 

 

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025 



 

  

MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research is a scholarly 

journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various 
topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, 
Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics. 

MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research is an open-access 

journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them 
for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors 

before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to 
either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author 
concerned. 

 

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology 

and Educational Research 

 

 Vol. 2, No. 1b, Januari 2025  

Pages : 2541-2545 
 

Pendidikan Inklusif: Hak Pendidikan bagi Semua Anak Indonesia 
 

Muhammad Juwantho Lewa 

 

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Halu Oleo 

 

 

Article in Journal of MISTER  

Available at : https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index 

DOI : https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2960 

 

How to Cite this Article 

APA : 
Juwantho Lewa, M. (2025). Pendidikan Inklusif: Hak Pendidikan bagi Semua Anak 

Indonesia. Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and 
Educational Research, 2(1b), 2541–2545. 

https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2961 

Others Visit : https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index 

  
 

 
 
 
 
 



UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH 
https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister 

 

          

 

Copyright © 2025 The Author(s) This article is distributed under a  

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License 

    2541 

 e-ISSN 3032-601X & p-ISSN 3032-7105 
 

 
  

 

  

 

Pendidikan Inklusif: Hak Pendidikan bagi Semua Anak Indonesia 
 

Muhammad Juwantho Lewa 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Halu Oleo 

*Email Korespodensi: juwantho.lewa@uho.ac.id 

  

Diterima: 20-01-2025 | Disetujui: 21-01-2025 | Diterbitkan: 22-01-2025 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

ABSTRACT 

Inclusive education is an education system that provides equal opportunities for all children, regardless of 

background, physical condition, or intelligence level. In Indonesia, inclusive education is increasingly seen as an 

important step in realizing the right to education for all children, including children with special needs. The article 

will discuss the concept of inclusive education, the challenges of its implementation in Indonesia, and the role of 

government, schools, and society in ensuring equitable and quality education for all children. Inclusive education is 

expected to reduce social disparities, encourage social integration, and provide wider and fairer access to education 

for all children of the nation. 
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 ABSTRAK 

Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak, tanpa 

memandang latar belakang, kondisi fisik, maupun tingkat kecerdasan. Di Indonesia, pendidikan inklusif semakin 

dipandang sebagai langkah penting dalam mewujudkan hak pendidikan bagi semua anak, termasuk anak-anak dengan 

kebutuhan khusus. Artikel akan membahas tentang konsep pendidikan inklusif, tantangan implementasinya di 

Indonesia, serta peran pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam memastikan pendidikan yang merata dan 

berkualitas bagi semua anak. Pendidikan inklusif diharapkan mampu mengurangi kesenjangan sosial, mendorong 

integrasi sosial, serta memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan adil bagi seluruh anak bangsa. 

 

Kata Kunci : Pendidikan Inklusif, Hak Pendidikan Bagi Semua Anak. 
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 PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah hak dasar setiap anak yang dijamin oleh konstitusi di Indonesia, sebagaimana 

tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa 

setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Namun, kenyataannya, tidak semua anak di Indonesia 

mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Terutama bagi anak-

anak dengan kebutuhan khusus, baik yang memiliki disabilitas fisik maupun intelektual, seringkali 

menghadapi hambatan untuk mengakses pendidikan yang memadai. 

Sistem pendidikan tradisional di Indonesia, yang cenderung tersegregasi antara anak-anak dengan 

kebutuhan khusus dan anak-anak tanpa disabilitas, belum sepenuhnya mampu memberikan kesempatan 

yang setara bagi seluruh anak. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin lebar, baik dalam hal 

kualitas pendidikan maupun kesempatan hidup yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, pendidikan 

inklusif menjadi penting untuk mengatasi kesenjangan tersebut. 

Pendidikan inklusif tidak hanya memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dengan 

disabilitas, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai penting seperti keberagaman, toleransi, dan empati. Konsep 

ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menerima keberagaman dan mendukung 

perkembangan setiap anak sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka. Dalam implementasinya, 

pendidikan inklusif tidak hanya melibatkan penyediaan fasilitas fisik yang mendukung, tetapi juga 

pengembangan kurikulum yang dapat memenuhi kebutuhan beragam siswa dan pelatihan bagi para 

pendidik. 

Meski sudah ada kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif, penerapannya di lapangan masih 

menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi fasilitas, keterampilan guru, maupun sikap masyarakat yang 

belum sepenuhnya menerima konsep ini. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, sekolah, 

dan masyarakat untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang efektif dan berkualitas bagi semua anak di 

Indonesia. 

 

 

HASIL PEMBAHASAN 

A. Pengertian dan Konsep Pendidikan Inklusif 

Pendidikan inklusif adalah pendekatan pendidikan yang mengutamakan prinsip keberagaman dan 

memastikan bahwa setiap anak, baik dengan kebutuhan khusus maupun tidak, dapat belajar dalam satu 

lingkungan yang sama. Konsep ini bukan hanya tentang menempatkan anak-anak dengan disabilitas atau 

kebutuhan khusus di dalam kelas reguler, tetapi lebih kepada bagaimana memberikan dukungan yang tepat 

sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Pendidikan inklusif bertujuan untuk menciptakan 

lingkungan yang menyambut keberagaman, menghargai perbedaan, dan memberikan kesempatan yang adil 

kepada semua anak tanpa diskriminasi. 

UNESCO (2005) pendidikan inklusif adalah proses memperbaiki sistem pendidikan untuk 

merespons keberagaman kebutuhan belajar anak-anak. Hal ini mencakup berbagai elemen, seperti 

aksesibilitas fisik, kurikulum yang fleksibel, serta pembelajaran yang berpusat pada siswa. Melalui 

pendidikan inklusif, diharapkan setiap anak bisa berkembang sesuai dengan potensinya, apapun kondisi 

fisik atau intelektualnya. 
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B. Landasan Hukum Pendidikan Inklusif di Indonesia 

Indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan hukum yang mendasari pelaksanaan pendidikan 

inklusif. Landasan hukum ini dapat ditemukan dalam beberapa regulasi penting, antara lain: Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 31 yaitu menjamin setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam 

memperoleh pendidikan; Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas) menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan bakat dan 

minatnya tanpa diskriminasi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 70 Tahun 2009 

tentang Pendidikan Inklusif yakni membuka peluang bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk 

belajar di sekolah umum dengan dukungan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan 

adanya regulasi ini, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang tidak 

hanya melayani anak-anak dengan disabilitas fisik, tetapi juga mereka yang memiliki disabilitas intelektual, 

gangguan emosional, dan berbagai kondisi lainnya. Namun, meskipun sudah ada dasar hukum, tantangan 

dalam implementasi di lapangan tetap besar, terutama terkait dengan kesiapan sekolah dan masyarakat. 

 

C. Tantangan Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia 

Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan, baik dari sisi 

sistem pendidikan itu sendiri, infrastruktur, maupun pemahaman masyarakat. Beberapa tantangan utama 

dalam penerapan pendidikan inklusif di Indonesia adalah: 

Pertama, Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur. Banyak sekolah di Indonesia, terutama di 

daerah terpencil, yang tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung anak-anak dengan 

kebutuhan khusus. Misalnya, aksesibilitas fisik untuk anak-anak dengan disabilitas fisik, atau kurangnya 

teknologi bantuan untuk anak-anak dengan gangguan pendengaran atau penglihatan. Tanpa adanya fasilitas 

yang memadai, anak-anak dengan kebutuhan khusus sulit untuk berpartisipasi dalam proses belajar 

mengajar secara maksimal. 

Kedua, Kekurangan Tenaga Pendidik yang Terlatih. Implementasi pendidikan inklusif 

memerlukan tenaga pendidik yang memiliki keterampilan khusus dalam menangani anak-anak dengan 

berbagai jenis kebutuhan. Namun, jumlah guru yang terlatih dalam pendidikan inklusif di Indonesia masih 

terbatas. Guru yang memahami bagaimana cara mengajar anak-anak dengan disabilitas atau kebutuhan 

khusus, serta bagaimana mengelola kelas yang inklusif, sangat diperlukan. 

Ketiga, Stigma Sosial dan Diskriminasi. Meskipun secara hukum anak-anak dengan kebutuhan 

khusus memiliki hak yang sama dalam pendidikan, stigma sosial terhadap anak-anak dengan disabilitas 

masih cukup kuat di masyarakat. Beberapa orang tua dan masyarakat umum masih memiliki pandangan 

negatif terhadap pendidikan inklusif, yang menganggap bahwa anak-anak dengan disabilitas tidak akan 

mampu belajar seperti anak-anak lain pada umumnya. Hal ini menciptakan kesulitan bagi anak-anak dengan 

kebutuhan khusus untuk diterima dalam kelas reguler. 

Keempat, Kurangnya Pemahaman tentang Pendidikan Inklusif. Banyak pihak yang belum 

memahami sepenuhnya mengenai manfaat pendidikan inklusif. Pemerintah, sekolah, serta orang tua siswa 

kadang-kadang tidak menyadari bahwa pendidikan inklusif bukan hanya untuk anak-anak dengan 

disabilitas, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan dengan mengajarkan 

anak-anak untuk menghargai perbedaan dan bekerja sama dalam keberagaman. 
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D. Peran Pemerintah dalam Mendukung Pendidikan Inklusif 

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam mengembangkan dan memfasilitasi pendidikan 

inklusif. Beberapa langkah yang perlu diambil pemerintah untuk mewujudkan pendidikan inklusif di 

Indonesia adalah: 

Penyusunan Kebijakan dan Program yang Mendukung Pendidikan Inklusif: Pemerintah 

harus terus memperbaharui kebijakan-kebijakan pendidikan yang mendukung penerapan pendidikan 

inklusif di sekolah-sekolah. Salah satu contohnya adalah dengan menyediakan anggaran yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan fasilitas dan infrastruktur di sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan 

inklusif. 

Pelatihan Guru: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus 

menyediakan pelatihan dan pengembangan profesi bagi guru-guru, khususnya yang bertugas di sekolah 

inklusif. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang berbagai jenis kebutuhan khusus yang ada, serta 

metode pengajaran yang efektif untuk anak-anak dengan berbagai latar belakang. Pada dasarnya tugas guru 

yang paling utama adalah mengajar dan mendidik. Sebagai pengajar ia merupakan medium atau perantara 

aktif antara siswa dan ilmu pengetahuan, sedang sebagai pendidik ia merupakan medium aktif antara siswa 

dan haluan/filsafat negara dan kehidupan masyarakat dengan segala seginya, dan dalam mengembangkan 

pribadi siswa serta mendekatkan mereka dengan pengaruh-pengaruh dari luar yang baik dan menjauhkan 

mereka dari pengaruh-pengaruh yang buruk (Hidayat, 2009) 

Pengawasan dan Evaluasi: Pemerintah perlu mengadakan pengawasan yang lebih ketat terhadap 

implementasi pendidikan inklusif di lapangan. Evaluasi terhadap kualitas pendidikan inklusif harus 

dilakukan secara berkala untuk mengetahui kendala dan keberhasilan yang terjadi di sekolah. 

 

E. Peran Masyarakat dalam Pendidikan Inklusif 

Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pendidikan inklusif. 

Beberapa langkah yang bisa dilakukan masyarakat adalah: 

Sosialisasi dan Edukasi: Masyarakat, termasuk orang tua siswa, harus diberikan pemahaman yang 

lebih mendalam mengenai pentingnya pendidikan inklusif. Kampanye edukasi untuk mengurangi stigma 

terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus sangat penting dilakukan oleh pemerintah, lembaga 

pendidikan, maupun organisasi non-pemerintah. 

Keterlibatan dalam Pembelajaran: Orang tua dan komunitas harus terlibat langsung dalam 

mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus, baik di rumah maupun di sekolah. Komunitas yang 

inklusif akan menciptakan lingkungan yang lebih positif dan ramah bagi anak-anak dengan kebutuhan 

khusus. 

Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Masyarakat, melalui forum-forum pendidikan, 

dapat dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pendidikan inklusif di daerahnya. Hal ini 

memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat. 

 

F. Solusi untuk Mengatasi Tantangan Pendidikan Inklusif 

Pertama, Peningkatan Sarana dan Prasarana: Sekolah-sekolah harus diperbaiki untuk menyediakan 

fasilitas yang ramah bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, seperti aksesibilitas fisik, ruang kelas yang 

lebih fleksibel, serta alat bantu pembelajaran untuk anak-anak dengan disabilitas sensorik. 
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Kedua, Pelatihan dan Pengembangan Profesionalisme Guru: Program pelatihan berkelanjutan 

harus diberikan kepada guru agar mereka lebih siap dalam menghadapi tantangan di kelas inklusif 

(Supriyadi & Farida, 2017). Pelatihan tersebut bisa mencakup cara mengelola kelas inklusif, teknik 

pengajaran untuk siswa dengan kebutuhan khusus, serta penggunaan teknologi pendidikan. 

Ketiga, Peningkatan Kesadaran Sosial: (Fitrah, S. 2020) Kampanye untuk mengurangi stigma 

terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus harus dilakukan secara lebih intensif. Dengan meningkatnya 

kesadaran sosial, akan semakin banyak pihak yang mendukung implementasi pendidikan inklusif, baik dari 

pemerintah, sekolah, maupun masyarakat. 

 

 

KESIMPULAN 

Pendidikan inklusif adalah hak setiap anak di Indonesia, termasuk anak-anak dengan kebutuhan 

khusus. Meskipun telah ada regulasi dan kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif, implementasinya 

masih menghadapi banyak tantangan, baik dari segi fasilitas, tenaga pendidik, maupun sikap sosial 

masyarakat. Untuk itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk 

menciptakan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi semua anak. Pendidikan inklusif bukan 

hanya memberikan kesempatan yang setara bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, tetapi juga 

mengajarkan nilai-nilai keberagaman, empati, dan toleransi yang penting bagi pembangunan sosial bangsa. 
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